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Dinas Sosialdan Pem berdayaa n Masyarakat

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,

l.aporan Akuntabilitas l(inerja Instansi Pemerintah Tahur.r Anggaran 2020 Dinas Sosial Dan

Pemberdayaan Masyarakat.

LKjIP ini kami harapkan dapat mendorong transparansi dan meningkatkan kinerja Dinas

Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dalam npaya mewujr.rdkan visi Kota

Bontang "Menguntkort llontong Sebtgtri Kola Moritim llerkebudoyaon Induslri Yong

Berlumpu Pado Kualilos Sumber Daya Manusia don Lingkungan Ilitlup Utttuk

Ke s ej o h te ro a n Mosy o ro k ot".

Kalr.ri menyadari bahwa LKj IP ini nasih jauh dari harapan kita, untuk itu tanggapan,

saran mauprrn kritik yang sifatnya nrembangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan

penyempumaan LKjIP ini di masa yang akan datang.

Demikian LKjIP ini disusun, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan

(stakeholders) dalam rangka peningkatan kinerja untuk nrewujudkan suatru penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik (Gootl Goveruonce) yang dapat menjamin berlangsungnya

penyelenggaraan pemerintahan dan pcmbangunan secara efisien, efektil, dan ekonomis.

Bontnng, Maret 2021

K la I)inas,

Drs. I L I Safa N'luh

NI P. 1967071 41 991121004
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Bontang telah selesai disusun merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja 

yang telah dilaksanakan selama tahun 2020. Penyusunan ini berpedoman pada PERMENPAN 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

LKIP ini berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang memberi arah 

segenap aparatur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dalam 

melaksanakan berbagai kebijakan dan aktifitas pembangunan.  

 Untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2020 realisasi secara fisik mencapai 97,44% dan 

realisasi keuangan mencapai 96,66% dan diharapkan di tahun selanjutnya Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dapat memacu pelaksanaan kegiatan pembangunan 

dibidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang melibatkan stake holder, sehingga nantinya 

akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami menyadari bahwa 

penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya 

membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan 

dimasa yang akan datang.  

 Demikian LKIP ini disusun, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam rangka peningkatan kinerja untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (good 

goverment).  
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Tugas dan Fungsi 

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 51 tahun 2018 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial 

dan Pemberdayaan Masyarakat, menetapkan tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Tugas 

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial 

dan pemberdayaan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan 

b. Fungsi 

1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang sosial dan 

pemberdayaan masyarakat 

2. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya 

3. Pelaksanaan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya 

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya 

5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya 

6. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang sosial 

dan pemberdayaan masyarakat. 

7. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

8. Pelaksanaan tugas lain-lain 

 

B. Aspek Strategis Organisasi 

1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan 

kebutuhan dasar pelayanan sosial pemberdayaan sosial, dan jaminan 

kesejahteraan sosial bagi PMKS. 

2. Mengembangkan sistem kelembagaan sosial untuk penanganan PMKS. 

3. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.  

4. Mengembangkan peran serta, partisipasi, dan swadaya masyarakat secara aktif 

dalam proses pembangunan. 
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5. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia aparatur dalam upaya 

mewujudkan tata laksana organisasi yang efisien efektif dan transparan untuk 

terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance). 

C. Permasalahan Utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Bontang  

Permasalahan Utama pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kota Bontang adalah sebagai berikut: 

a. Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

b. Belum optimalnya peran/keterlibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) dalam upaya kesejahteraan sosial 

c. Kompleknya permasalahan terkait Penanganan Orang Dengan Gangguan 

Jiwa (ODGJ)   

d. Belum optimalnya kelembagaan PUG. 

e. Belum optimalnya partisipasi/swadaya masyarakat dalam pembangunan 

wilayah 

 

D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 08 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang  mempunyai tugas dan 

kewajiban 
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Struktur Organisasi

SEKSI 

KELEMBAGAAN DAN 
PARTISIPASI 

MASYARAKAT 

SEKSI 

PEMBERDAYAAN 
PERORANGAN 

KELUARGA DAN 
KEPAHLAWANAN 

SEKSI 

PENGELOLAAN DATA 
KEMISKINAN PMKS DAN 

PSKS 

SEKSI 

JAMINAN SOSIAL 

SEKSI 

REHABILITASI 
PENYANDANG DISABILITAS 

SEKSI 

REHABILITASI TUNA 
SOSIAL & PERDAGANGAN 

ORANG 

SEKSI 

KELEMBANGAAN SOSIAL 
DAN PSKS 

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN DAN 
KEUANGAN 

SUB BAGIAN 

UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN DAN 
PENANGANAN FAKIR 

MISKIN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

SEKSI 

SEKSI PENANGANAN 
FAKIR MISKIN 

SEKSI 

PEMBERDAYAAN 
EKONOMI DAN 

TEKNOLOGI TEPAT 
GUNA 

BIDANG 

REHABILITAS SOSIAL 

BIDANG 

PERLINDUNGAN DAN 
JAMINAN SOSIAL  

SEKSI 

REHABILITAS ANAK DAN 
LANSIA 

SEKSI 

PERLINDUNGAN & 
PENANGANAN KORBAN 

BENCANA 

KEPALA 

SEKRETARIAT 

JABATAN FUNGSIONAL 

1. Pekerja Sosial  
2. Penyuluh Sosial 
3. Penggerak Swadaya Masyarakat 
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Sumber Daya Aparatur 
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E. Sistematika 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang 

Kota Bontang Tahun 2020 adalah : 

 BAB I PENDAHULUAN 

  Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang 

dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. 

 BAB II PERENCANAAN KINERJA 

  Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu. 

 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

  Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian 

Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. 

 BAB IV PENUTUP 
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 

A. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 

5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta 

didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan 

yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan 

untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial 

dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 - 2021 sebanyak 2 sasaran strategis. 

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu 

ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kota Bontang sebagai berikut : 

Tabel 2. 1 

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja 

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

 Kota Bontang 

NO TUJUAN 
 

INDIKATOR 

TUJUAN 

SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

 

SATUAN 

Capaian s.d 

Th. 2016 

TARGET KINERJA PADA 

TAHUN 

2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Meningkatnya 

Kesejahteraan 

Kehidupan Sosial 

Bagi Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

Tingkat 

Keniskinan 

mencapai 

4,00% 

Meningkatnya 

Kualitas 

Hidup 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial 

(PMKS) 

Penanganan 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

Persen 24.86 76.10 80.00 80.55 85.21 88.27 

2 Meningkatnya 

Peran Serta 

Partisipasi dan 

Swadaya 

Masyarakat/Lemb

aga Secara Aktif 

Dalam Proses 

Pembangunan 

Indeks 

Lembaga 

Kemasyarakata

n Kelurahan 

yang aktif 

100% 

 

Meningkatnya 

Peran Serta dan 

Keberdayaan 

Masyarakat/Le

mbaga Dalam 

Pembangunan 

wilayah  

PKK Aktif (%) Persen 100 100 100 100 100 100 

Posyandu Aktif (%) Persen 100 100 100 100 100 100 

LPM Aktif  (%) Persen 15 100 100 100 100 100 

Swadaya Masyarakat 

Terhadap 

Pembangunan 

Wilayah (%) 

Persen 100 0 1 1.1 1.2 1.4 
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Tabel 2. 2 

Program/Kegiatan untuk Mencapai Tujuan/Sasaran 

NO TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

 

SATUAN 
PROGRAM KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Meningkatnya 

Kesejahteraan Kehidupan 

Sosial Bagi Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

Meningkatnya 

Kualitas Hidup 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

Penanganan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

Persen 1. Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Program Peningkatan 

Sarana dan Prsarana 

Aparatur. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Program Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

 

 

4. Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur. 

 

5. Program 

Penyebarluasan 

Informasi 

Pembangunan Daerah 

- Penyedian Jasa Surat 

Menyurat. 

- Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional. 

- Penyediaan Alat Tulis 

Kantor.  

- Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan. 

- Penyediaan Peralatan 

dan Perlangkapan 

Kantor. 

- Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

- Penyediaan Makanan 

dan Minuman. 

- Rapat-rapat Koordinasi 

dan Konsultasi Ke 

Luar Daerah.  

- Penyediaan Jasa 

Tenaga 

Administrasi/Teknis 

Perkantoran. 

 

- Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional 

- Pengadaan Meubelair 

- Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional. 

- Pemeliharaan Rutin 

Berkala Komputer. 

 

- Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 

Perlengkapannya 

 

- Pendidikan dan 

Pelatihan Formal 

 

 

- Publikasi Kegiatan 

Pembangunan.  
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. 

 

6. Program Pelayanan 

dan Rehabilitas 

Kesejahteraan Sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial 

 

 

 

 

 

8. Program Perlindungan 

Dan Jaminan Sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Program 

Pemberdayaan Sosial 

 

 

- Peningkatan Kualitas 

Pelayanan, Sarana  dan 

Prasarana Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial 

Bagi PMKS. 

- Operasional Rumah 

Singgah. 

- Rehabilitas Sosial Bagi 

Penyandang 

Disabilitas. 

- Rehabilitas Sosial 

Tuna Sosial dan 

Korban Perdagangan 

Orang. 

- Rehabilitas Sosial 

Anak. 

- Rehabilitas Sosial 

Lanjut Usia 

 

- Pemberdayaan Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK). 

- Pemberdayaan Karang 

Taruna. 

- Pemberdayaan 

Lembaga Konsultasi 

Kesejahteraan  

 

- Fasilitasi Pelaksanaan 

Program Keluarga 

Harapan. 

- Perlindungan Sosial 

Korban Bencana Alam 

dan Sosial. 

- Verifikasi, Monitoring, 

dan Evaluasi Bantuan 

Sosial. 

- Pemberian Santunan 

Kematian Bagi Warga 

Yang Tercatat Pada 

Kartu Keluarga di 

Wilayah Kota 

Bontang. 

 

- Manajemen Usaha 

Bagi Keluarga Miskin 

- Verivali Data Terpadu 

program kemiskinan 

- Bantuan Pangan Non 

Tunai (BPNT) bagi 

Keluarga Penerima 

Manfaat. 

- Kepahlawanan,Keperin

tisan, 

Kesetiakawanandan 

Restorasi Sosial. 

2 Meningkatnya Peran Serta Meningkatnya Peran PKK Aktif (%) Persen Program Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan 
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Partisipasi dan Swadaya 

Masyarakat/Lembaga 

Secara Aktif Dalam Proses 

Pembangunan 

Serta dan 

Keberdayaan 

Masyarakat/Lembaga 

Dalam Pembangunan 

wilayah  

Keberdayaan Masyarakat. PKK (Sekretariat PKK). 

LPM Aktif  (%) Persen  Kegiatan Non Bugdegting. 

Posyandu Aktif (%) Persen  Kegiatan Non Bugdegting 

 Persen 1. Program Peningkatan 

Pendayaguanaa 

Teknologi Tepat Guna. 

 

2. Program Fasilitas 

Pemberdayaan 

Masyarakat. 

 

3. Program 

Pemberdayaan 

Lembaga dan 

Organisasi 

Masyarakat. 

Pemasyarakatan dan 

Pengembangan Penerapan 

Teknologi Tepat Guna. 

 

Pendamping Pelaksanaan 

Kegiatan PRODUTA 

(Program 200 Juta Per-

RT) 

 

Pembinaan dan Pelatihan 

LPM 

Swadaya Masyarakat 

Terhadap 

Pembangunan 

Wilayah (%) 

Persen Program Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat 

dalam Pembangunan.  

Pendampingan 

Pelaksanaan Kegiatan 

PRODUTA (Program 200 

Juta Per-RT) 

 

B. Indikator Kinerja Utama 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang 

baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan Indikator Kinerja 

Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui 

Keputusan Walikota Bontang Nomor :  Tahun : 2020 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota 

Bontang dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017 - 2021. 

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kota Bontang tahun 2020 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. 3 

Indikator Kinerja Utama 

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2020 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

PENJELASAN 

ALASAN 

FORMULASI / 

RUMUS 

PERITUNGAN 

SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Meningkatnya Kualitas 

Hidup Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

Penanganan Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

Persen   

Jumlah PMKS 

yang tertangani / 

Jumlah PMKS 

yang Ada x 100% 

  

2 

Meningkatnya Peran Serta 
dan Keberdayaan 

Masyarakat/Lembaga 

Dalam Pembangunan 
wilayah  

PKK Aktif (%) Persen   

Jumlah PKK aktif / 

Jumlah PKK x 

100% 

  

Posyandu Aktif (%) Persen   

Jumlah Posyandu 

Aktif / Total 

Posyandu x 100% 

  

LPM Aktif  (%) Persen   

Jumlah LPM Aktif 

/ Jumlah LPM X 

100% 

  

Swadaya Masyarakat 

Terhadap Pembangunan 

Wilayah (%) 

Persen   

Jumlah 

Pembangunan 

Hasil Swadaya 

Masyarakat (Rp) / 

Jumlah Program 

Fasilitasi 

Partisipasi 

Masyarakat (Rp) x 

100% 
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C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan  sangat penting 

dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses 

tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja 

yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai 

dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam 

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan 

tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial 

Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2017 - 2021, dokumen Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Bontang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut: 

Tabel 2. 4 

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang 

Tahun 2020 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

1 

Meningkatnya Kualitas 

Hidup Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

Penanganan Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

85.21 

2 

Meningkatnya Peran 

Serta dan Keberdayaan 

Masyarakat/Lembaga 

Dalam Pembangunan 

wilayah  

PKK Aktif (%) 100 

Posyandu Aktif (%) 100 

LPM Aktif  (%) 100 

Swadaya Masyarakat 

Terhadap Pembangunan 

Wilayah (%) 

1.2 
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1. Rencana Anggaran Tahun 2020 

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat  melaksanakan 

kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 13.057.051.116,00 Melalui Mekanisme 

perubahan APBD 2020 menjadi Rp 14.488.154.316,00 dengan rincian Belanja Tidak 

Langsung Rp 6.173.510.499,00 dan Belanja Langsung Rp 8.314.643.817,00 Adapun 

Realisasi anggaran sebesar Rp 13.868.494.076,00  (95.72%) dengan rincian untuk belanja 

tidak langsung Rp 5.831.254.855,00 (94.46%) belanja langsung sebesar Rp 

8.037.239.221,00 (96.66%) 

2. Target Belanja Dinas/Badan/Biro 

Tabel 2. 5 

Target Belanja Dinas/Badan/Biro Tahun 2020 

No Uraian 

Tahun Anggaran 2020 

Anggaran Belanja 

(Rp.) 

Realisasi 

Belanja (Rp.) 
% 

1 2 3 4 5 

1 Belanja Tidak Langsung  6.173.510.499,00 5.831.254.855,00 94.46 

2 Belanja Langsung 8.314.643.817,00 8.037.239.221,00 96.66 

Jumlah 14.488.154.316,00 13.868.494.076,00 95.72 

 

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Dinas/Badan/Biro yang dialokasikan untuk 

pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 6 

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis 

No Sasaran Strategis 
Anggaran 

(Rp.) 
Presentase Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 

Meningkatnya Kualitas 

Hidup Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

3.117.660.030 95.45 %   

2 

Meningkatnya Peran Serta 

dan Keberdayaan 

Masyarakat/Lembaga 

Dalam Pembangunan 

wilayah 

403.462.697 74.50 %   
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Tabel 3. 1 

NO TUJUAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

TUJUAN 

REALISASI 
TARGET 

PROVINSI 

TARGET 

NASIONAL 
KETERANGAN 

1 2 3 5 6 7 8 

1 

Meningkatnya 

Kesejahteraan 

Kehidupan 

Sosial Bagi 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

Tingkat 

Kemiskinan 

mencapai 4.00% 

4.22      6.02  9.85   

2 

Meningkatnya 

Peran Serta 

Partisipasi dan 

Swadaya 

Masyarakat/Lem

baga Secara 

Aktif Dalam 

Proses 

Pembangunan 

Indeks Lembaga 

Kemasyarakatan 

Kelurahan yang 

aktif 100% 

100 

 

 

  

 

 100 

 

  

  

  

 100 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

Capaian Indikator Kinerja Utama 

  Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas 

kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja 

Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah 

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. 
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Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi 

pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran 

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bontang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Nomor  tanggal 02 03 2019 dan melalui Keputusan Walikota Bontang 

Nomor : ................... tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bontang. Upaya untuk 

meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang juga 

melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan 

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat 

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. 

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bontang tahun 2020 menunjukan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 

Capaian Indikator Kinerja Utama 

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat  

Kota Bontang Tahun 2020 

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi 
Capaian 

% 

1 
Penanganan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Persen 85.21 99.37 116.62 

2 PKK Aktif (%) Persen 100 100 100.00 

3 Posyandu Aktif (%) Persen 100 100 100.00 

4 LPM Aktif  (%) Persen 100 100 100.00 

5 
Swadaya Masyarakat Terhadap 

Pembangunan Wilayah (%) 
Persen 1.2 3.77 314.17 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

sebagai berikut : 

Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Penanganan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan capaian kinerja 116.62% dan 

indikator Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan Wilayah (%), dengan capaian kinerja 

314.17%. 

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator PKK 

Aktif (%), dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Posyandu Aktif (%), dengan capaian 

kinerja 100 %, pada indikator LPM Aktif  (%), dengan capaian kinerja 100 %. 
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Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

Secara umum Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang telah dapat 

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Renstra 2017 - 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial 

Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2017 - 2021 sebanyak 2 sasaran. 

Tahun 2020 adalah tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Dan 

Pemberdayaan Masyarakat, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja 

yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kota Bontang adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. 3 

Capaian Indikator Kinerja 

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat  

Kota Bontang Tahun 2020 

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

% 

1 
Penanganan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Persen 85.21 99.37 116.62 

2 PKK Aktif (%) Persen 100 100 100.00 

3 Posyandu Aktif (%) Persen 100 100 100.00 

4 LPM Aktif  (%) Persen 100 100 100.00 

5 
Swadaya Masyarakat Terhadap 

Pembangunan Wilayah (%) 
Persen 1.2 3.77 314.17 

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi 

kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut : 

Tabel 3. 4 

Pencapaian Kinerja Sasaran 

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat  

Kota Bontang Tahun 2020 

 

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN 

1 Melebihi/Melampaui Target 40.00 % 

2 Sesuai Target 60.00 % 
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Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan 

membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan 

sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang tahun 2017 - 2021, analisis 

pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai 

berikut : 

Analisis Capaian Kinerja 

Sasaran 1 

Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

 

a.  Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Target indikator kinerja sasaran tersebut dicapai melalui Program Pemberdayaan Sosial, 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Program Perlindungan dan 

Jaminan Sosial. Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagai 

berikut : 

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

% 

1 
Penanganan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Persen 85.21 99.37 116.62 
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Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat  dibawah ini : 

Grafik 

 

Dari grafik diatas merupakan 26 indikator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) yang pada tahun 2020 mendapatkan penanganan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bontang. Semakin kompleksnya permasalahan dan fenomena sosial di 

masyarakat membuat pekerja-pekerja sosial / lembaga-lembaga sosial baik yang bersifat negeri 

maupun swasta bersinergi dan bekerja ekstra agar PMKS di Kota Bontang mendapatkan 

rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial sehingga mereka 

bisa hidup mandiri. Secara umum bentuk penanganan PMKS adalah sebagai berikut : 

1. Motivasi dan diagnosis psikosial 

2. Perawatan dan Pengasuhan 

3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan 

4. Bimbingan mental spiritual 

5. Bimbingan fisik 

6. Bimbingan sosial dan konseling psikososial 

7. Pelayanan aksesibilitas 

8. Bantuan dan asistensi sosial 

9. Bimbingan resosialisasi 

10. Bimbingan lanjut 

11. Rujukan 
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Tabel 3. 5 

Analisis Pencapaian Sasaran 1 

Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

No Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2019 

% 

Tahun 2020 

% 

Target Realisasi Target Realisasi 

1 

Penanganan Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

Persen 80.55 99.08 123.00 85.21 99.37 116.62 

Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) dapat dilihat dari 1 indikator yaitu : 

Capaian kinerja indikator 1 "Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS)" adalah sebesar 99.37 dari target sebesar 85.21 yang direncanakan dalam Perjanjian 

Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 116.62%, capaian ini 

melebihi target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir). 

Dari kedua tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja tahun 2020 Dinas Sosial 

dan Pemberdayaan Masyarakat melebihi dari target yang ditetapkan. Target awal untuk 

penanganan PMKS tahun 2020 sebanyak 85.21% dari jumlah PMKS Kota Bontang tahun 2020 

sebanyak 12.932 jiwa dan yang mendapatkan penanganan tahun 2020 sebanyak 12.851 jiwa 

sehingga capaian kinerja sebesar 99.37% atau lebih 14.16% dari tahun 2020. 

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 

Tabel 3. 6 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi 

% 

Peningkatan/Penurunan 

Tahun 2020 2018 2019 2020 

1 

Penanganan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

%  93.57 99.08  99.37 0,29 
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c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 

Tabel 3. 7 

No Indikator Kinerja Satuan 
Target Akhir 

Renstra 
Realisasi 

Tingkat 

Kemajuan 

1 

 

Penanganan Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

% 88.27 

 

99.37 

 

112,57% 

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja 

Serta Alternative solusi yang telah dilakukan 

Pencapaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020 memiliki 

beberapa faktor keberhasilan baik dari internal maupun eksternal sehingga dalam penanganan 

PMKS dapat melebihi dari target yang ditetapkan.  

Dari faktor internal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki pekerja sosial 

baik PNS maupun TKD yang setiap pegawai memiliki wilayah kerja masing-masing di kelurahan 

di Kota Bontang dan pekerja-pekerja sosial ini bekerja purna waktu atau on call 24 jam sehingga 

ketika ada pengaduan dari masyarakat terkait klien PMKS mereka segera turun ke lapangan untuk 

mengassesment klien agar efektif dan efisien dalam intervensi lanjutan. Sedangkan dari faktor 

eksternal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan penanganan PMKS 

bermitra dan bekerja sama dengan berbagai unsur mulai dari Dinas Kesehatan, RSUD, 

Puskesmas, Kecamatan, Kelurahan, Bhabinkamtibnas, BAZ, Forum CSR dan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdiri dari 12 element diantara lain : 

1. Pekerja Sosial Profesional 

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 

3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 

5. Karang Taruna 

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 

7. Keluarga Pioner 

8. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 

9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 

10. Penyuluh Sosial 

11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

12. Dunia Usaha 
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Meski secara perhitungan melebihi dari target yang ditetapkan, masih terdapat 

hambatan/permasalahan dalam pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut : 

1. Semakin kompleks permasalahan sosial di masyarakat 

2. Banyak ditemukan klien PMKS yang tidak memiliki identitas 

3. Terbatasnya jumlah Pekerja Sosial Negeri maupun Swasta (Masyarakat) 

4. Belum maksimalnya dana CSR dalam penanggulangan kesejahteraan sosial 

Dari hambatan/permasalahan diatas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berupaya untuk 

pemecahan masalah diantaranya : 

1. Membuka hotline 24 jam melalui media telepon dan media sosial lainnya dalam 

penanganan PMKS 

2. Memperkuat koordinasi lintas sektoral agar penanganan PMKS bisa maksimal 

3. Peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial, penyuluh sosial dan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar jiwa keberfungsian sosialnya semakin tumbuh 

4. Memberikan masukan terhadap Forum CSR agar perusahan yang terlibat didalamnya 

berperan aktif dalam kesejahteraan sosial 

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

% Capaian 

Kinerja              

(≥ 100%) 

 

% Penyerapan 

Anggaran 

 

Tingkat Efisiensi 

1 2 3 
4 5 6 (4-5) 

1 

Meningkatnya 
Kualitas Hidup 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) 

Penanganan 
Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 

116.62 

 

 

 

95.45 

 

 

 

21.17 

2 

Meningkatnya Peran 
Serta dan 

Keberdayaan 

Masyarakat/Lembaga 
Dalam Pembangunan 

Wilayah  

LPM Aktif (%) 100.00 

 

 

 

 

 

 

92.45 

 

 

 

 

 

 

11.75 

PKK Aktif (%) 100.00 

Posyandu Aktif 

(%) 
100.00 

Swadaya 

9Masyarakat 

Terhadap Program 
Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 
pembangunan (%) 

314.17 
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f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan 

Pencapaian Pernyataan Kinerja 

No Program/ Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome)/ 
Kegiatan (Output) 

Target 
Kinerja 

 Pagu Anggaran  
Realisasi 

Fisik 
(%) 

 Rp   %  

(1) (2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)   (8)  

I 
PROGRAM PELAYANAN DAN 
REHABILITASI 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Peresentase 
Pelayanan dan 
Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial 

100% 463,410,600.00 100% 422,744,577.00 91.22 

1 

Peningkatan Kualitas 
Pelayanan, Sarana dan 
Prasarana Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial Bagi 
PMKS 

Jumlah PMKS yang 
terlayani 

1 Tahun 49,010,000.00 100% 43,728,159.00 89.22 

2 Operasional Rumah Singgah 

Klien PMKS yang 
mendapatkan 
penanganan di 
rumah singgah 

12 
Bulan 

256,465,600.00 100% 241,591,418.00 94.20 

3 
Rehabilitasi Sosial Bagi 
Penyandang Disabilitas 

Persentase cakupan 
pelayanan dan 
rehabilitas 
kesejahteraan sosial 

100% 41,220,000.00 100% 39,475,500.00 95.77 

4 
Rehabilitasi Sosial Tuna 
Sosial Dan Korban 
Perdagangan Orang 

Klien rehabilitas 
sosial dasar tuna 
sosial gelandangan 
dan pengemis diluar 
panti 

100% 36,370,000.00 100% 26,292,500.00 72.29 

5 Rehabilitasi Sosial Anak 

Cakupan Rehabilitas 
anak terlantar diluar 
panti dan yang 
berhadapan dengan 
hukum 

100% 34,375,000.00 100% 28,425,000.00 82.69 

6 
Rehabilitasi Sosial Lanjut 
Usia 

Cakupan rehabilitas 
lanjut usia terlantar 
diluar panti 

100% 45,970,000.00 100% 43,232,000.00 94.04 

II 
PROGRAM PEMBERDAYAAN 
KELEMBAGAAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 

  

96% 101,496,500.00 67% 30,156,000.00 29.71 

1 
Pemberdayaan Tenaga 
Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan (TKSK) 

Jumlah tenaga 
kesejahteraan sosial 
kecamatan (TKSK) 

1 Tahun 20,400,000.00 100% 20,400,000.00 100.00 
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2 
Pemberdayaan Karang 
Taruna 

Jumlah karang 
taruna 

48 
Orang 

70,350,000.00 0% - - 

3 
Pemberdayaan Lembaga 
Konsultasi Kesejahteraan 
Sosial (LK3) 

Jumlah anggota  
lembaga 
kesejahteraan sosial 
(LK3) 

15 
Orang 

10,746,500.00 100% 9,756,000.00 90.78 

III 
Program Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

Persentase PMKS 
yang mendapatkan 
Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

96% 
2,147,462,930.0

0 
100% 

2,145,297,200.0
0 

99.90 

1 
Pelaksanaan Program 
Keluarga Harapan 

Jumlah KPM-PKH 
yang terbina 

2.853 
KPM 

23,274,180.00 100% 23,221,800.00 99.77 

2 

Pemberian Santunan 
Kematian Bagi Warga Yang 
Tercatat pada Kartu Keluarga 
di Wilayah Kota Bontang 

Jumlah Ahli Waris 
yang Menerima 
Santunan Kematian 

500 Jiwa 
1,980,915,000.0

0 
100% 

1,980,564,400.0
0 

99.98 

3 
Perlindungan Sosial Korban 
Bencana Alam dan Sosial 

Pemenuhan logistik 
dasar terhadap 
korban bencana 

100% 133,923,750.00 100% 132,211,000.00 98.72 

4 
Verifikasi, Monitoring, dan 
Evaluasi Bantuan Sosial 

Penerima bantuan 
sosial yang tepat 
sasaran 

12 9,350,000.00 100% 9,300,000.00 99.47 

IV 
Program Pemberdayaan 
Sosial 

Presentase Cakupan 
penanganan PMKS 
dan PSKS 

95% 405,290,000.00 100% 377,750,800.00 93.21 

1 
Manajemen Usaha Bagi 
Keluarga Miskin 

Jumlah Tenaga 
kesejahteraan sosial 
kecamatan 

15 
Pedamp
ing dan 
3 TKSK 

304,330,000.00 100% 303,621,800.00 99.77 

2 
Verivali Data Terpadu 
program kemiskinan 

Jumlah data terpadu 
program 
penanganan fakir 
miskin yang di 
verifikasi dan validasi 

1 Tahun 38,000,000.00 100% 14,925,000.00 39.28 

3 
Bantuan Pangan Non Tunai 
(BPNT) bagi keluarga 
penerima manfaat 

Jumlah keluarga 
penerima Manfaat 
(KPM) yang 
menerima BPNT 

500 
KPM 

8,840,000.00 100% 8,665,000.00 98.02 

4 
Pembinaan Kepahlawanan 
Perintis Kemerdekaan 

Jumlah 
veteran/piveri 
penerima bantuan 
kebutuhan dasar dan 
peringatan hari 
pahlawan 

12 54,120,000.00 100% 50,539,000.00 93.38 
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Sasaran 2 

Meningkatnya Peran Serta dan Keberdayaan Masyarakat/Lembaga Dalam 

Pembangunan Wilayah 

 

a.  Membadingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Target indikator kinerja sasaran tersebut dicapai melalui Program Peningkatan 

Keberdayaan Masyarakat dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pembangunan. Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Peran Serta dan Keberdayaan 

Masyarakat/Lembaga Dalam Pembangunan Wilayah” diukur dengan 4 (empat) indikator 

kinerja sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

% 

1 PKK Aktif (%) Persen 100 100 100.00 

2 Posyandu Aktif (%) Persen 100 100 100.00 

3 LPM Aktif  (%) Persen 100 100 100.00 

4 
Swadaya Masyarakat Terhadap 

Pembangunan Wilayah (%) 
Persen 1.2 3.77 314.17 

 

Tabel 3. 13 

Analisis Pencapaian Sasaran 2 

Meningkatnya Peran Serta dan Keberdayaan Masyarakat/Lembaga  

Dalam Pembangunan Wilayah  

No Indikator Kinerja 

Satuan Tahun 2019 

% 

Tahun 2020 

% 

 Target Realisasi Target Realisasi 

1 PKK Aktif (%) Persen 100 100 100.00 100 100 100.00 

2 Posyandu Aktif (%) Persen 100 100 100.00 100 100 100.00 

3 LPM Aktif  (%) Persen 100 100 100.00 100 100 100.00 

4 

Swadaya Masyarakat 

Terhadap Pembangunan 

Wilayah (%) 

Persen 1.1 1.28 116.36 1.2 3.77 314.17 
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b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 

Tabel 3. 14 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi 

% 

Peningkatan/Penurunan 

Tahun 2020 2018 2019 2020 

1 PKK Aktif (%) %  100  100  100  100  

2 Posyandu Aktif (%)  %  100  100  100 100 

3 LPM Aktif  (%)  %  100 100  100  100 

4 

Swadaya 

Masyarakat 

Terhadap 

Pembangunan 

Wilayah (%) 

%   5.15 1.28  3.77 2.49 

 

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 

Tabel 3. 15 

No Indikator Kinerja Satuan 
Target Akhir 

Renstra 

Realisasi Tingkat 

Kemajuan 

1 PKK Aktif (%) % 100 100 100 

2 Posyandu Aktif (%) % 100 100 100 

3 LPM Aktif  (%) % 100 100 100 

4 

Swadaya Masyarakat 

Terhadap Pembangunan 

Wilayah (%) 

% 1.4 

 

3.77 

 

269.28 
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d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternative solusi yang telah ditetapkan. 

Sasaran Meningkatnya Peran Serta dan Keberdayaan Masyarakat/Lembaga Dalam 

Pembangunan wilayah  dapat dilihat dari sebanyak 4 indikator dengan analisis capaian 

keberhasilan kinerja sebagai berikut : 

a. PKK Aktif 

Capaian kinerja nyata indikator 1 "PKK Aktif (%)" adalah sebesar 100 dari target sebesar 

100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian 

kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. 

Di semua tingkat pemerintahan Kota Bontang telah dibentuk Tim Penggerak PKK 

sebagai mitra kerja pemerintah, pada tahun 2020 jumlah PKK di Kota Bontang sebanyak 19 TP-

PKK yang terdiri dari 1 (satu) TP-PKK Kota, 3 (Tiga) TP-PKK Kecamatan dan 15 (lima belas) 

TP-PKK Kelurahan. Dengan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, melakukan 

pembinaan sampai ke tingkat RT melalui pembinaan kelompok dasa wisma, dan pembinaan 

secara berjenjang baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota dengan melaksanaan program 

pokok PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program 

pembangunan daerah/pusat sehingga Tim Penggerak-PKK yang aktif di Kota Bontang sejumlah 

100%, 

b. Posyandu Aktif 

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Posyandu Aktif (%)" adalah sebesar 100 dari target 

sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian 

kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir). 

Keaktifan posyandu di Kota Bontang dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu 

posyandu pratama, madya, purnama dan mandiri. Kategori posyandu ditentukan melalui 

penghitungan secara kuantitatif dengan memberikan skor terhadap 35 indikator. Posyandu 

pratama adalah program yang baru tumbuh dan kegiatannya belum berjalan rutin setiap bulannya 

dengan skor <60%. Posyandu madya adalah program yang sudah berkembang dan kegiatannya 

dilaksanakan secara rutin setiap bulannya dengan skor >60%-70%. Posyandu Purnama adalah 

posyandu yang sudah mantap dan kegiatannya dilaksanakan secara rutin dengan skor 70%-80%. 

Posyandu mandiri adalah posyandu yang sudah mantap dan kegiatan sudah berjalan dengan 

skor>80%. 
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        Realisasi Capaian indikator Posyandu Aktif pada Tahun 2020 adalah 100%, pada tahun 2020 

jumlah posyandu sebanyak 119 Posyandu aktif dan pada Tahun 2020 dalam penyelenggaraan 

pelayanan bagi anak balita, sehingga Capaiannya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan 

perkembangan yang baik karena dengan peningkatan kategori posyandu maka pelayanan di 

posyandu juga menjadi meningkat sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan sasaran 

posyandu. 

c. LPM Aktif 

Capaian kinerja nyata indikator 3 "LPM Aktif  (%)" adalah sebesar 100 dari target 

sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian 

kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir). 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk 

atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi 

dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. LPM mempunyai peran khusus dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Di setiap 

kelurahan telah dibentuk LPM dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah kelurahan. 

Adapun jumlah LPM di Kota Bontang sebanyak 19. Pada setiap tahunnya LPM dibina oleh 

kecamatan dan kota baik melalui program kelurahan binaan yang dilaksanakan secara terpadu 

dengan perangkat daerah terkait maupun program lainnya. Realisasi Capaian indikator LPM Aktif 

pada tahun 2018 disebutkan bahwa jumlah LPM yang telah ada sebanyak 19 LPM dan yang aktif 

berjumlah 19 LPM aktif sehingga Capaian Kinerja sejumlah 100% 

Tugas LPM adalah :  

a) Menyusun rencana pembangunan kelurahan secara partisipatif; 

b) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, dan; 

c) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugasnya LPM mempunyai fungsi :  

a) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan 

b) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat 

c) Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil 

pembangunan secara partisipatif 

d) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong  

e) masyarakat Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta 

keserasian lingkungan hidup. 
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d. Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan Wilayah  

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan Wilayah 

(%)" adalah sebesar 3.77 dari target sebesar 1.2 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 

Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 314.17 %, capaian ini melebihi target 

yang diperjanjikan. 

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan Wilayah 

(%)" tahun ini meningkat 3.77% dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 1.28 

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Bontang melalui Program Fasilitasi Partisipasi 

Masyarakat memberikan dana kepada RT di seluruh Kota Bontang melalui Program PRODUTA 

Per-RT sebesar Rp. 30.947.861.777,- dengan dana tersebut partisipasi/swadaya masyarakat dalam 

pembangunan sebesar Rp. 1.165.927.630,- atau sebesar 1,28%.  

Swadaya masyarakat terhadap pembangunan wilayah di Kota Bontang merupakan suatu 

upaya pemerintah untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Program 

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat atau PRODUTA (Program 200 juta per-RT) merupakan program 

inovasi daerah di Kota Bontang pada pemberdayaan masyarakat ada dua macam yaitu swadaya 

murni dan swadaya pendukung kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan swadaya masyarakat 

adalah suatu kegiatan yang didanai oleh pemerintah (sebagai stimulant) namun juga didukung 

swadaya masyarakat dalam proses pengerjaan nya seperti tertera pada tabel berikut : 

NILAI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM FASILITAS PARTISIPASI 

MASYARAKAT KOTA BONTANG TAHUN 2020 

NO KOTA KECAMATAN  APBD    SWADAYA  

1 

BONTANG 

Bontang Selatan 14,329,403,980.00 780,235,430.00 

2 Bontang Utara 10,831,637,797.00 218,593,000.00 

3 Bontang Barat 5,786,820,000.00 167,099,200.00 

JUMLAH 30,947,861,777.00 1,165,927,630.00 
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e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

% Capaian 

Kinerja              

(≥ 100%) 

 

% Penyerapan 

Anggaran 

 

Tingkat Efisiensi 

1 2 3 
4 5 6 (4-5) 

1 

Meningkatnya Peran 

Serta dan 

Keberdayaan 

Masyarakat/Lembaga 
Dalam Pembangunan 

Wilayah  

LPM Aktif (%) 100.00 

 

 

 

 

 

 

92.25 

 

 

 

 

 

 

11.75 

PKK Aktif (%) 100.00 

Posyandu Aktif 
(%) 

100.00 

Swadaya 

Masyarakat 
Terhadap Program 

Peningkatan 

Partisipasi 
Masyarakat dalam 

pembangunan (%) 

314.17 

 

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan 

Pencapaian Pernyataan Kinerja 

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM dan KEGIATAN PEMBANGUNAN/ APBD TAHUN ANGGARAN 2020 

Perangkat Daerah  : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

No Program/ Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome)/ 
Kegiatan (Output) 

Target 
Kinerja 

 Pagu Anggaran  
Realisasi 

Fisik 
(%) 

 Rp  % 

(1) (2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8) 

I 

Program 
Peningkatan 
Keberdayaan 
Masyarakat 

Persentase 
Peningkatan 
keberdayaan 
masyarakat melalui 
PKK 

84% 202,020,125.00  100%  172,677,100.00  85.48% 

1 
Pembinaan dan 
Pelatihan PKK  

Pembinaan dan 
Pelatihan PKK 

1 
Tahun 

202,020,125.00  100%  172,677,100.00  85.48% 

II 

Program 
Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat 
Dalam 
Pembangunan 

Persentase 
pelaksanaan 
PRODUTA 

92%  72,410,000.00  100%   72,410,000.00 100% 
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1 

Pendampingan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
PRODUTA  
(Program 200 
Juta Per-RT) 

Jumlah RT yang 
didampingi 

100%  72,410,000.00  100%   72,410,000.00 100% 

III 

Program 
Peningkatan 
Pendayagunaan 
Teknologi Tepat 
Guna 

Persentase Inovasi 2 125,882,572.00  100%  124,879,987.00  99.20% 

1 

Pemasyarakatan  
dan 
pengembangan 
penerapan 
Teknologi Tepat 
Guna 

Jumlah peserta yang 
mengikuti lomba 

20 125,882,572.00  100%  124,879,987.00  99.20% 

IV 

Program 
pemberdayaan 
Lembaga dan 
Organisasi 
Masyarakat  

Persentase lembaga 
masyarakat yang 
berpartisipasi aktif 
dalam 
pembeerdayaan 
masyarakat  

84% 3,150,000.00  100% 3,030,000.00  96.19% 

1 

Pembinaan dan 
Pelatihan 
Lembaga 
pemberdayaan 
kemasyarakatan 

jumlah kader 
posandu yang 
terlatih dan LPM 
yang dibina 

60 
Kader 

posyan
du dan 
15 LPM 

3,150,000.00  100% 3,030,000.00  96.19% 

 

B. Realisasi Anggaran 

Tabel 3. 8 

Laporan Realisasi Anggaran 

NO 
KELOMPOK 

BELANJA 
TARGET (Rp) REALISASI (Rp) % 

1 Belanja Tidak Langsung       

  a. Belanja Pegawai 6.173.510.499,00 5.831.494.076,00 94.46 

2 Belanja Langsung 
   

  e. Belanja Pengawai 123.506.200,00 111.465.200,00 90.25 

  
f. Belanja Barang dan 

Jasa  
7.111.537.617,00 6.859.750.021,00 96.46 

  g. Belanja Modal 1.079.600.000,00 1.066.024.000,00 98.74 

  TOTAL  14.488.154.316,00 13.868.494.076,00 95.72 
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1. Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja 

Tabel 3. 9 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

KINERJA ANGGARAN 

TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 
TARGET REALISASI %CAPAIAN 

1 

Meningkatnya 

Kualitas Hidup 

Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

Penanganan 

Penyandang 

Masalah 
Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

85.21 99.37 116.62 3.117.660.030 2.975.948.577 95.45 

3 

Meningkatnya Peran 

Serta dan 
Keberdayaan 

Masyarakat/Lembaga 

Dalam Pembangunan 
wilayah  

LPM Aktif (%) 100 100 100 

403.462.697 
300.587.087 

74.50 

PKK Aktif (%) 100 100 100 

Posyandu Aktif 

(%) 
100 100 100 

Swadaya 
Masyarakat 

Terhadap Program 

Peningkatan 
Partisipasi 

Masyarakat dalam 

pembangunan (%) 

1.2 3.77 314.17 

Jumlah  
  3.521.122.727   3.276.535.664 

 

Total Belanja Langsung     

2.  Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan 

Tabel 3. 10 

No Program/ Kegiatan 
 ANGGARAN  

KETERANGAN 

 TARGET   REALISASI   %  

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)  

I 
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

3,228,902,800.00 3,139,917,357.00 97.24   

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,275,000 9,046,820.00 97.54   

2 
Penyediaan jasa pemeliharaan 
perizinan kendaraan dinas/ 
operasional 

21,700,000 11,843,160.00 54.58   

3 Penyediaan alat tulis kantor 65,913,500 64,030,150.00 97.14   

4 
Penyedian barang cetakan dan 
penggandaan 

11,860,500 11,860,500.00 100.00   

5 
Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

230,000,000 225,181,881.00 97.91   

6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22,013,000 21,365,450.00 97.06   

7 
Penyediaan makanan dan 
minuman 

84,895,000 81,435,000.00 95.92   
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8 
Rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi ke luar daerah 

310,098,000 308,913,546.00 99.62   

9 
Penyediaan jasa tenaga 
administrasi/ teknis perkantoran 

2,473,147,800 2,406,240,850.00 97.29   

II 
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

931,446,925.00 925,856,000.00 99.40   

1 
Pengadaan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

439,480,000 439,480,000.00 100.00   

2 Pengadaan Meubelair 258,570,000 255,472,000.00 98.80   

3 
Pemeliharaan rutin/berkala 
komputer 

11,792,925 11,690,000.00 99.13   

4 
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Kendaraan Dinas/ Operasional 

221,604,000 219,214,000.00 98.92   

III 
PROGRAM PENINGKATAN 
DISIPLIN APARATUR 

433,735,200.00 424,027,200.00 97.76   

1 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 
Perlengkapannya 

433,735,200.00 424,027,200.00 97.76   

IV 
PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 
APARATUR 

23,900,000.00 23,253,000.00 97.29   

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 23,900,000.00 23,253,000.00 97.29   

V 
PROGRAM PENYEBARLUASAN 
INFORMASI PEMBANGUNAN 
DAERAH 

175,536,165.00 175,240,000.00 99.83   

1 Publikasi Kegiatan Pembangunan 175,536,165.00 175,240,000.00 99.83   

VI 
PROGRAM PELAYANAN DAN 
REHABILITASI KESEJAHTERAAN 
SOSIAL 

463,410,600.00 422,744,577.00 91.22   

1 
Peningkatan Kualitas Pelayanan, 
Sarana dan Prasarana Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 

49,010,000.00 43,728,159.00 89.22   

2 Operasional Rumah Singgah 256,465,600.00 241,591,418.00 94.20   

3 
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang 
Disabilitas 

41,220,000.00 39,475,500.00 95.77   

4 
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan 
Korban Perdagangan Orang 

36,370,000.00 26,292,500.00 72.29   

5 Rehabilitasi Sosial Anak 34,375,000.00 28,425,000.00 82.69   

6 Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 45,970,000.00 43,232,000.00 94.04   

VII 
PROGRAM PEMBERDAYAAN 
KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN 
SOSIAL 

101,496,500.00 30,156,000.00 29.71   

1 
Pemberdayaan Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Kecamatan 
(TKSK) 

20,400,000.00 20,400,000.00 100.00   
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2 Pemberdayaan Karang Taruna 70,350,000.00 - -   

3 
Pemberdayaan Lembaga Konsultasi 
Kesejahteraan Sosial (LK3) 

10,746,500.00 9,756,000.00 90.78   

VIII 
Program Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

2,147,462,930.00 2,145,297,200.00 99.90   

1 
Pelaksanaan Program Keluarga 
Harapan 

23,274,180.00 23,221,800.00 99.77   

2 
Pemberian Santunan Kematian Bagi 
Warga Yang Tercatat pada Kartu 
Keluarga di Wilayah Kota Bontang 

1,980,915,000.00 1,980,564,400.00 99.98   

3 
Perlindungan Sosial Korban Bencana 
Alam dan Sosial 

133,923,750.00 132,211,000.00 98.72   

4 
Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi 
Bantuan Sosial 

9,350,000.00 9,300,000.00 99.47   

IX Program Pemberdayaan Sosial 405,290,000.00 377,750,800.00 93.21   

1 
Manajemen Usaha Bagi Keluarga 
Miskin 

304,330,000.00 303,621,800.00 99.77   

2 
Verivali Data Terpadu program 
kemiskinan 

38,000,000.00 14,925,000.00 39.28   

3 
Bantuan Pangan Non Tunai 
(BPNT) bagi keluarga penerima 
manfaat 

8,840,000.00 8,665,000.00 98.02   

4 
Pembinaan Kepahlawanan 
Perintis Kemerdekaan 

54,120,000.00 50,539,000.00 93.38   

X 
Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat 

202,020,125.00 172,677,100.00 85.48   

1 Pembinaan dan Pelatihan PKK  202,020,125.00 172,677,100.00 85.48   

XI 
Program Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Pembangunan 

72,410,000.00 72,410,000.00 100.00   

1 
Pendampingan Pelaksanaan 
Kegiatan PRODUTA  (Program 200 
Juta Per-RT) 

72,410,000.00 72,410,000.00 100.00   

XII 
Program Peningkatan 
Pendayagunaan Teknologi Tepat 
Guna 

125,882,572.00 124,879,987.00 99.20   

1 
Pemasyarakatan  dan 
pengembangan penerapan 
Teknologi Tepat Guna 

125,882,572.00 124,879,987.00 99.20   

XIII 
Program pemberdayaan 
Lembaga dan Organisasi 
Masyarakat  

3,150,000.00 3,030,000.00 96.19   

1 
Pembinaan dan Pelatihan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat 

3,150,000.00 3,030,000.00 96.19   

  
8,314,643,817.00  8,037,239,221.00 96.66  
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Tabel 3. 11 

Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan 

Tah
un  

Anggaran 
Belanja 

Realisasi 
Nilai 

Efisiensi 
% 

APBD 
Jumlah Program/Kegiatan 

yang dialokasikan 
Total Program / Kegiatan 

Keterangan 

Belanja 
Langsung 

Belanja Tidak 
Langsung 

Program Kegiatan Program  Kegiatan  

2019 13.037.255.725 12.712.573.022 324.682.703 97.51 % 7.218.758.000 5.828.497.725 
 
7.218.758.000 7.218.758.000 7.218.758.000 7.218.758.000 

 

2020 14.488.154.316 13.868.494.076 619.660.240 95.72% 8.314.643.817  6.173.510.499 
8.314.643.817 

8.314.643.817 
  

8.314.643.817 8.314.643.817  
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BAB IV PENUTUP 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bontang Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2020 Pembuatan LKIP ini merupakan 

langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKIP Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2020 ini 

dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Bontang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, 

maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bontang 2017 - 2021 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 5 

(lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan 

tahun ke-4 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020. Secara rinci 

pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :  

 Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 116.62 % 

 Sasaran 2 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 314.17 % 

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara 

umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. 

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada 

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dalam rangka mencapai 

target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 sebesar  Rp.  14.488.154.316,00 

sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 13.868.494.076,00 dengan demikian dapat 

dikatakan tahun 2020 Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang kondisi 

anggaran adalah Silpa Rp. 619.660.240,00  

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar 

Rp. 13.868.494.076,00 telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian 

Misi dan Visi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang. Berdasarkan 
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pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Sosial 

Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang adalah 95.72% dari anggaran yang 

direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Sosial Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif 

dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota 

Bontang. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran 

Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang kepada pihak-pihak 

terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan 

berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bontang. 
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